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Abstract

Non traditional issues in international relations that causing treat of

security concept have awaken international society to protect human rights

especially for children and women in emergency condition such situation of

conflict. Sexual violence based on gender is a serious violent of human rights

which protected by international law. Rape women in DRC is interesting case

to be researched because of the highest number of rape victims in a country

which called by UN as capital of the world rape and the importance of

responses regarding on violation of human rights as impact of conflict. This

research aim to describing role of UN’s agency, UNICEF with its

programmes to protect children and women of sexual violence in DRC’s

conflict (2004-2008). UNICEF also played role in protection of women

because the victims are not limited by ages including girls. UNICEF

implemented the gender based approach on the child protection program as

stated in Millenium Development Goals. The technique of data collect in this

research is Library Research with descriptive research method. Qualitative

data means to give description of roles that given by UNICEF as well as the

programmes.
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Isu-isu tentang pelanggaran HAM merupakan isu non tradisional yang menarik untuk

diteliti lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan kajian hubungan internasional

(Wardhani 2011). Kekerasan seksual berbasis gender sering digunakan sebagai alat perang

yaitu anak-anak dan wanita sebagai sasaran. Walaupun negara memegang tanggung jawab

utama untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual, seringkali terjadi pada kasus

dalam keadaan darurat seperti perang, suatu negara tidak cukup sumber daya untuk

menegakkan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, aparat negara juga ikut terlibat dalam

kekerasan seksual tersebut seperti yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (UNICEF,

2009).

Besarnya angka pemerkosaan di RDK di latar belakangi oleh konflik yang berkelanjutan

yang membawa negara tersebut pada krisis kemanusiaan. Dampak terutama diperoleh setelah

terjadinya perang Afrika terbesar yaitu Perang Kongo kedua yang merupakan perang yang

terjadi di Republik Demokratik Kongo pada periode kedua tahun 1998-2003 setelah

berakhirnya periode pertama terjadi pada tahun 1996-1997. Perang kedua juga disebut Perang

Dunia Afrika terbesar dalam sejarah Afrika modern karena melibatkan delapan negara Afrika

dan 25 grup bersenjata. Pada tahun 1997 pemerintah Zaire yang merupakan nama dari RDK

(Republik Demokratik Kongo) sebelumnya digulingkan oleh Laurent Kabila yang didukung

oleh Rwanda dan terlibat eksploitasi mineral yang menguntungkan di bagian timur negara

(ICG, 1999).

Sejak tahun 1998 terdapat 200.000 wanita dan anak-anak diperkosa di Kongo Timur

dengan umur mayoritas perempuan remaja berumur 12-14 tahun. Di Kongo Selatan provinsi

Kivu diperkirakan 40 wanita telah diperkosa di kawasan setiap hari. Pada bulan Mei PBB

menangani 5 bagian teratas pekerja militer yang tertuduh dalam kasus pemerkosaan. Jumlah

seluruh kasus pemerkosaan di dunia dilaporkan oleh NGO ditempat yaitu Doctors without

Border bahwa 75% terdapat di Kongo Timur. UNICEF dan pusat-pusat medis yang berkaitan

telah mensensus hasil perawatan atas 18.505 jumlah orang atas kekerasan seksual dalam 10

bulan pertama dalam tahun 2004 dan 30% korban yang dilaporkan adalah anak-anak.

Di Kongo bagian timur, Panzi Hospital melaporkan korban yang diperkosa berumur 75

tahun paling tua dan korban termuda yaitu berumur 3 tahun. Pasien yang telah dioperasi

seringkali didapati oleh kekerasan dengan benda yang dimasukkan di dalam alat vital mereka

yaitu botol pecah, bayonet dan para perempuan yang ditembak di antara kaki oleh para

pemerkosa. Analisis yang dipublikasikan oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat Amerika

menunjukkan bahwa lebih dari 400.000 perempuan telah diperkosa selama periode 12 bulan



antara tahun 2006 dan 2007 (SCIAF 2010). Dan pada tahun 2008 tercatat 4.066 kasus

kekerasan seksual berbasis gender antara bulan Januari dan Maret di Kivu Selatan, dengan

ekuivalen 45 pemerkosan terjadi setiap harinya. Sedangkan laporan Oxfam Internasional

(2010) ditemukan bahwa sejak tahun 2004 sampai 2008 kasus pemerkosaan mengalami

peningkatan sebanyak 17 kali lipat. Sehingga menarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana

peran UNICEF sebagai badan PBB dalam perlindungan kekerasan seksual terhadap

perempuan dalam konflik di RDK pada tahun 2004 sampai 2008.

Menurut Archer (1992), peranan organisasi internasional dibagi dalam tiga kategori yaitu

pertama sebagai arena merupakan tempat yang mempertemukan para negara

- negara anggota untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri diluar batas

negara yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian internasional. Kedua sebagai instrumen

berarti organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan

tertentu berdasarkan pada tujuan politik luar negerinya. Ketiga sebagai aktor independen

berarti suatu organisasi internasional dapat membuat sebuah keputusan-keputusan secara

sendiri tanpa pengaruh oleh kekuasaaan atau paksaan dari luar organisasi.

Sebagai aktor independen, organisasi internasional seharusnya melakukan sebuah

mediasi dan  konsiliasi daripada tindakan koersif. PBB melalui UNICEF berperan sebagai

aktor independen dengan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan-keputusan tanpa

pengaruh dari luar dan mengevaluasi sendiri pelaksanaan program-programnya.UNICEF

memposisikan secara strategis yang memainkan peranan kunci dalam mengadvokasi hukum

atas anak dan perempuan yang dijadikan subyek kekerasan berbasis gender dalam mencapai

hak-haknya di situasi saat ataupun sesudah konflik (UNICEF, t.t). UNICEF berperan untuk

mendukung perlindungan dan memajukan hak anak dan perempuan sebagai tujuan utamanya.

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata mempunyai berbagai macam motif dalam

aksinya. Kekerasan seksual dianggap sebagai senjata atau alat yang ampuh dan efektif yang

digunakan untuk menghancurkan mental lawan misalnya untuk menghancurkan moral

individu, keluarga dan komunitas dalam etnis tertentu. Hal tersebut diperburuk dengan

adanya stigma pada masyarakat yang menimbulkan rasa trauma dan malu seorang individu,

keluarga dan masyarakat sehingga korban dan pelaku atas kekerasan seksual tidak

melaporkan bentuk kejahatan tersebut disebabkan oleh rasa takut akan beban yang

ditanggung (Ghoborah et al. 2007). Motivasi budaya juga termasuk dalam motivasi yang

lebih spesifik. Contoh kasus di RDK dengan suatu kelompok bersenjata dilaporkan



melakukan tindakan kekerasan seksual dengan dasar keyakinan bahwa pemerkosaan dapat

memberikan kekuatan magis yang tak terkalahkan. Hal ini mengacu pada anggapan atas

cultural beliefs yang mengaburkan fakta bahwa tindak kekerasan seksual selama konflik

didasarkan pada jaringan kompleks dari prasangka budaya (Ni Aoláin dan Turner 2007).

Humanitarian action menawarkan mekanisme kepada aktor internasional seperti

organisasi internasional dan NGO untuk mengatur krisis kemanusiaan yang sering terjadi

berkaitan dengan konflik antar atau dalam negara. Konsep humanitarian action dibangun atas

prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Jenewa, yaitu: prinsip kemanusiaan,

netralitas, imparsialitas. Dalam Konvensi Jenewa IV menyangkut tentang perlindungan

terhadap warga sipil dalam situasi krisis. Prinsip kemanusiaan merupakan komitmen paling

dasar dari kerja kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam humanitarian action (Barnett

dan Weiss 2008). Prinsip ‘netralitas’ mensyaratkan aksi kemanusiaan untuk tidak memihak

salah satu pihak yang bertikai dalam konflik. Prinsip ‘imparsialitas’ mengacu pada kerja

kemanusiaan yang dilakukan tanpa diskriminasi dengan tidak mempertimbangkan

kewarganegaraan, kesukuan, agama, jenis kelamin, maupun ras, saat menolong mereka yang

membutuhkan. NGO dan Humanitarian Principles, menegaskan bahwa aksi kemanusiaan

yang dilakukan oleh Non Governmental Organizations (NGOs), juga telah menempatkan

prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai inti dari program kemanusiaan yang dilakukan. Pada

tahun 1994 prinsip-prinsip dasar kemanusiaan ini diperkuat kembali dengan dirumuskannya

Code of Conduct sebagai acuan kerja Palang Merah Internasional dan NGO untuk mendorong

penerapan prinsip-prinsip di lapangan.

Aksi kemanusiaan dilakukan apabila suatu negara dianggap gagal untuk mengatasi

masalah-masalah kemanusiaan dan melindungi warga negaranya yang sebagian besar

berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dan apabila  pelanggaran HAM berasal

dari pemerintah yang berwenang atau dari adanya perang dan konflik internal maka tanggung

jawab negara dialihkan menjadi tanggung jawab internasional dengan bantuan dari pihak luar

negara seperti yang tertera dalam konsep responsibility to protect PBB (The International

Comission on Intervention and State Sovereignty 2001).

Kronologi Konflik dan Munculnya Fenomena Kekerasan Seksual di RDK

Republik Demokratik Kongo dulunya mempunyai nama Zaire dan telah merdeka dari

Belgia pada tahun 1960. Perang Kongo pertama terjadi ketika Uganda, Rwanda, Burundi dan

Angola ikut bergabung yang dikenal sebagai Perang Dunia Afrika Pertama (International



Crisis Group 1998). Konflik dipicu atas munculnya pemberontak dari etnis Banyamulenge

yang merupakan etnis lokal yang memiliki hubungan dekat dengan etnis Tutsi dengan

melakukan serangan ke desa Lamera, Zaire Timur. Keterlibatan pihak-pihak luar tersebut

membuat konflik menjadi lebih kompleks dengan posisi Zaire yang berat harus menghadapi

keempat negara yang beraliansi menggulingkan rezim Mobutu yang terdiri dari Rwanda,

Uganda, Burundi, dan Angola. Dengan kemenangan pasukan anti-Mobutu maka berakhirlah

pula Perang Kongo Pertama pada bulan Mei 1997 dengan kaburnya Mobutu dari wilayah

Zaire yang akhirnya meninggal pada September 1997 di kota Rabat, Maroko (Ilyas 2010).

Pada tahun 1998 muncul Perang Kongo Kedua yang disebabkan oleh pembersihan

etnis yang dilakukan oleh yaitu Laurent Kabila setelah terpilih menjadi pemimpin baru Zaire

dengan mengganti nama negara menjadi RDK. Laurent Kabila mengambil keputusan berani

dengan memberlakukan kebijakan dengan langkah pembersihan di pemerintahan RDK yang

terdiri dari staf-staf Rwanda dan memerintahkan mereka untuk segera kembali ke negara asal

(Vlassenroot dan Raeymaekers 2004). Bersamaan dengan hal tersebut Laurent Kabila juga

mengusir pasukan Rwanda dan Uganda yang masih tersisa untuk segera meninggalkan

kawasan RDK. Hal tersebut memicu kemarahan Rwanda dan Uganda karena Kabila dianggap

sudah tidak sejalan lagi dengan mereka dan memimpin pemberontakan untuk menghancurkan

rezim Kabila. Perang Kedua Kongo mulai menunjukkan titik terang dengan terbunuhnya

Laurent Kabila pada tanggal 16 Januari 2001 dengan peristiwa penembakan sehingga posisi

pemerintahan digantikan oleh anaknya sendiri yaitu Joseph Kabila. Persetujuan Pretoria

merupakan simbol berakhirnya secara resmi Perang Kongo Kedua dengan keputusan Joseph

Kabila dalam kesediannya berbagi kekuasaan antara kelompok pemberontak dalam

pemerintahan (power-shared government) yang direalisasikan dengan pada bulan Juni 2003

melalui pemerintahan transisi RDK serta diadakan pemilu untuk memimpin RDK dengan

penarikan mundur semua pasukan negara-negara Afrika yang terlibat perang, kecuali

Rwanda. Dengan pemilu demokratis yang dilaksanakan pada bulan Juni 2006, Joseph Kabila

akhirnya terpilih menjadi pemimpin baru di RDK dan diangkat sebagai Presiden pada tahun

2006. Pada waktu itu juga pemerintahan transisi diakhiri dan beralih pada pemerintahan

demokratis. Tetapi dengan berakhirnya perang tidak menjamin konflik-konflik lokal berakhir

pula. Konflik yang masih berlangsung hingga sekarang khususnya di wilayah RDK Timur

yaitu antara milisi etnis pro Hutu melawan pro etnis Tutsi disertai kelompok pemberontak

LRA (Lord’s Resistance Army) berasal dari Uganda yang mendirikan markas baru di pelosok

timur RDK dan menyerang penduduk setempat (Dunn 2003).



Dalam artikel “Report of the Mapping Exercise documenting the most serious

violations of human rights and international humanitarian law committed within the territory

of the Democratic Republic of the Congo” (2010), dinyatakan bahwa munculnya fenomena

kekerasan seksual di RDK yang merupakan dampak dari konflik tersebut tersebabkan oleh

berbagai macam motif. Pertama, kekerasan seksual dilakukan atas dasar etnisitas dimana

perempuan ditarget secara berturut-turut oleh kelompok bersenjata lain karena latar belakang

etnis mereka salah satunya adalah etnis Pigmi. Kedua, kekerasan seksual sebagai instrumen

atas teror. Mayi-mayi dikenal atas praktek ritualnya yang bertujuan melindungi mereka dari

kesialan dan dilaporkan dengan memperkosa beberapa perempuan yang berasal dari etnis

tersebut membuat mereka diberikan kekuatan magis dan dapat mendapatkan keberuntungan.

Ketiga adalah karena mengakarnya stigma dan budaya diam yang sangat mendominasi dalam

masyarakat di RDK sebagai bentukan dari konflik dan membuat sistem masyarakat yang

menunjukkan bentuk kebengisan atas dominasi laki-laki secara sosial. Keluarga dan

komunitas korban kekerasan seksual Kongo belum siap menerima konsekuensi tindakan

tersebut yang dilakukan sebagai dampak dari perang. Korban terkadang dipaksa untuk diam

atau melindungi dirinya untuk keselamatan masa depannya agar tidak diacuhkan di

masyarakat sebagai bentuk dari stigma sosial.(HRW 2002).

Alasan lain dengan tidak berakhirnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh

penduduk sipil dalam masyarakat karena menggambarkan hal yang biasa atas pemerkosaan

dengan adanya impunitas. Di beberapa kasus didapati sistem peradilan tetapi beberapa

lainnya lebih pada percobaan dan beberapa masih pada vonis bersalah sehingga kebanyakan

mereka dapat lolos dari hukuman (Chinkin 2004). Dalam hukum domestik Kongo tidak

cukup menjamin kesetaraan atas status laki-laki dan perempuan dengan pencerminan

penerapan status perempuan di masyarakat. Dalam faktanya, perempuan tidak menerima

persamaan hak seperti laki-laki dan dengan legal ditempatkan di bawah mereka. Dalam area

khusus kekerasan seksual, inovasi utama konstitusi dapat ditemukan dalam Artikel 15 yang

mengklasifikasikan kekerasan seksual terjadi pada semua individu sebagai kejahatan terhadap

kemanusiaan. Sedangkan dalam hukum internasional, RDK telah meratifikasi beberapa

seperti Statuta Roma yang ditetapkan ICC pada 11 April 2002, Convention on the

Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan Convention on the

Rights of the Child (CRC) tetapi penghukuman pada pemerkosa yang dilakukan selama

konflik tetap dengan masih berjalannya prakteknya impunitas yang mendominasi keadaan

dalam konflik (Lex 2007).



Analisis Perlindungan UNICEF di RDK terhadap Kekerasan Seksual Perempuan

UNICEF hadir di RDK sejak tahun 1963, tetapi mulai mendukung proyek untuk

mengakhiri kekerasan seksual di RDK sejak tahun 2003. UNICEF lebih dari 80.000 orang

korban yang selamat dan terdapat lebih dari 20.000 anak dan perempuan telah diperkosa

sejak terjadinya perang (UNICEF 2007). Konflik selalui ditandai dengan kerusakan sistem

hukum, keamanan dan struktur komunitas atas pelanggaran HAM kepada penduduk sipil

khususnya golongan  lemah seperti anak dan wanita dan merupakan dasar kerja UNICEF

untuk mempertahankan hak-haknya selama masa krisis.

Selama dan setelah konflik, misi UNICEF untuk menyediakan perlindungan khusus

untuk anak yang membutuhkan pertolongan dan mereka yang menjadi korban dalam perang,

bencana, kemiskinan yang ekstrim, segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Fokus UNICEF

selama masa darurat yaitu untuk mencapai kebutuhan dasar anak dan perempuan, melindungi

hak fundamental mereka dan mencegah timbulnya kembali isu pelanggaran atas HAM.

UNICEF bekerja untuk menjamin pendirian hak anak dan perempuan di berbagai konvensi

yang telah direalisasikan secara menyeluruh. Konvensi yang dilaksanakan seperti CRC (Core

Commitment for Children in Emergencies) dan CEDAW (Convention on the Elimination of

All form of Discrimination Against Women) digunakan UNICEF sebagai acuan pembentuk

kesepakatan  luas bahwa realisasi hak anak dan perempuan merupakan kondisi fundamental

untuk mendukung perbaikan dalam pengembangan kemanusiaan (UNICEF 2010). UNICEF

di RDK bekerjasama dengan badan-badan seperti OCHA dan agensi lain seperti WHO dalam

hal untuk menanggapi kebutuhan atas penduduk sipil dalam keadaan darurat seperti dalam

konflik. Organisasi PBB seperti UNICEF menyediakan makanan, perawatan kesehatan,

pendidikan dan perlindungan dibantu oleh NGO lokal maupun internasional. RDK juga

mempunyai sejarah peacekeeping terbesar dari PBB yang diatur atas Perjanjian Luanda tahun

1999.

Implementasi program UNICEF tercantum dalam CRC dengan menegaskan

kebutuhan untuk menerapkan mekanisme respon kemanusiaan yang mencegah dan

membatasi terjadinya pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan terjangkitnya HIV/AIDS pada

anak dan perempuan. Fokus UNICEF di RDK untuk melindungi golongan lemah khususnya

anak dan perempuan, pencegahan terjadinya pelanggaran, rehabilitasi korban dan

akuntabilitas. Isu utama bagi anak dan perempuan yaitu kekerasan berbasis gender yang

ditujukan dari awal mula krisis sebagai komponen integral dalam demobilisasi, pelucutan

senjata, reintegrasi dan program rehabilitasi kepada korban yang membutuhkan akses khusus



atas pendidikan dan kesehatan (United Nations International Conference on Population and

Development 1994). Perlindungan adalah hal yang sangat diperlukan secara universal seperti

yang telah dikatakan UNICEF dalam rencana strategis jangka-menengahnya. Kekerasan,

pelecehan, ekploitasi dan diskriminasi yang mengancam kehidupan anak dan menghalangi

pertumbuhan dan pengembangan mereka. Upaya perlindungan anak UNICEF berfokus untuk

menangani dan mencegah terjadinya kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi dan diskriminasi

yang mempengaruhi anak. Kekerasan dan penyalahgunaan meliputi secara fisik, kekerasan

seksual dan psikologis terhadap anak di keluarga, sekolah, komunitas dan negara atau

institusi bukan negara, kekerasan berbasis gender dan mutilasi alat kelamin perempuan, anak

yang dipengaruhi konflik bersenjata dan anak dalam konflik dengan hukum.

Trauma perkosaan sangat sulit untuk diatasi, tetapi keberanian dan ketabahan banyak

korban menunjukkan bagaimana dukungan internasional dapat membuat perbedaan. UNICEF

dan mitra-mitranya di DRC membantu para korban  untuk menyembuhkan melalui perawatan

medis, konseling, pendidikan, dan keterampilan kerja yang memberdayakan serta untuk

membangun kembali kehidupan mereka. UNICEF juga bergabung dengan V-Day yang

merupakan gerakan global untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, dalam

kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di RDK

dan memberdayakan perempuan, anak perempuan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Dana yang terkumpul melalui inisiatif tersebut akan mendukung pekerjaan UNICEF

yang memfokuskan pada pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan dan anak perempuan

di RDK, termasuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di Kongo dan advokasi

untuk mengakhiri konflik. Unsur kunci dari karya ini juga akan menjadi dukungan dari pusat-

pusat komunitas berbasis lokal khususnya City of Joy yang merupakan sebuah yayasan yang

menyediakan tempat perlindungan keamanan dan membantu perempuan dan anak perempuan

agar sembuh dari trauma perkosaan, membangun kembali kehidupan mereka dan sebagai

aktivis masyarakat. Krisis kemanusiaan di Kongo telah menyebabkan tingginya angka

pengungsi dan orang-orang terlantar. UNICEF mencurahkan sebagian besar sumber daya

untuk memberikan bantuan darurat, khususnya untuk anak-anak dan perempuan yang terkena

dampak atas kekerasan yang kembali terjadi. (UNICEF 2012)

Konflik telah menghancurkan kehidupan anak-anak di RDK serta mengantarkam

mereka kepada kekerasan dan pelecehan serta terbukanya kesempatan untuk masa depan



yang lebih baik. Hal ini juga menimbulkan krisis sosial yang mengarah pada penolakan anak.

UNICEF bekerja terutama dengan LSM lokal di seluruh negeri untuk memastikan bahwa

anak-anak, terutama mereka ykaum rentan untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan

yang mereka butuhkan, memajukan penghormatan terhadap hak-hak mereka dan reintegrasi

keluarga biologis atau angkat mereka.

Kekerasan seksual yang juga melibatkan serangan terhadap anak-anak digunakan di

RDK sebaga salah-satu strategi perang. UNICEF dan mitra-mitranya menyediakan bantuan

hukum, medis dan psikososial bagi perempuan dan anak-anak yang selamat dari ancaman

kekerasan seksual. Berdasarkan laporan Relief Web (2003), mengatakan bahwa Carol

Bellamy yang merupakan Direktur Eksekutif UNICEF, memuji Dewan Keamanan untuk

keputusan cepat dalam mengerahkan pasukan multi-nasional untuk mendukung perlindungan

warga sipil di RDK dan meminta kelompok-kelompok bersenjata dan aktor pemerintah untuk

segera dan tanpa syarat: (1) Menghentikan semua serangan, langsung dan tidak langsung,

terhadap warga sipil, (2) Menghentikan aktivitas perekrutan anak-anak untuk tujuan apapun,

dan segera memulai proses demobilisasi semua tentara anak-anak, (3) Menghentikan setiap

kerusakan lebih lanjut dari pelayanan dasar dan infrastruktur, (4) Menjamin keamanan

penduduk sipil di daerah-daerah di bawah kendali atau pengaruh, (5) Memastikan

penghentian segera atas kekerasan anak dan hak asasi manusia. Sebagai langkah awal, segera

menghentikan penargetan warga sipil yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan,

(6) Mengizinkan aktor kemanusiaan untuk bekerja secara penuh, memiliki akses yang aman

dan tanpa hambatan ke semua populasi rentan dan menjamin keamanan mereka di daerah

yang mereka kuasai.

UNICEF dan jaringannya dalam melaksanakan kemitraannya memberikan respon

kemanusiaan terbesar di  RDK, berfokus pada kesehatan dan gizi, air, sanitasi dan kebersihan

(WASH), pendidikan, perlindungan anak, dan apsokan bantuan dalam tumah tangga (produk



non-makanan) dan peningkatan bahan penampungan darurat.UNICEF bekerjasama secara

erat dengan semua badan PBB lainnya, NGO dan aktor pemerintah dalam rangka

Humanitarian Action Plan (HAP) dikelola dengan OCHA, dan dilaksanakan oleh dua NGO

internasional, Humanitarian Coordinator’s Rapid Response Mechanism (RRM) menjadi

program unggulan UNICEF untuk menilai aksi kemanusiaan dan respon di RDK. Laporan

dan analisis dari UNICEF’s Programme of Expanded Assistance to Returns (PEAR) serta

evaluasi daerah pengembalian pengungsi rentan dibagi secara luas dengan semua

kemanusiaan aktor untuk memastikan respon multisektoral di daerah pengungsi. UNICEF di

RDK memberikan bantuan kemanusiaan dalam dua cara yaitu melalui RRM multisektoral

dan inisiatif PEAR yang dikelola langsung oleh tim darurat UNICEF bekerja sama dengan

rekan-rekan teknis serta melalui kegiatan tanggap darurat terintegrasi langsung ke dalam

program-program sektoral inti. Kedua jenis bantuan membantu memastikan bahwa UNICEF

memenuhi kepemimpinan klaster dan tanggung jawab keanggotaan serta untuk implementasi

atas UNICEF’s Core Commitments for Children in Emergencies. (USAID dan OCHA 2004)

Kesimpulan

Bekerja dengan partner lokal dan internasional, UNICEF dapat menjadi prakarsa

utama untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat korban kekerasan seksual. UNICEF di

RDK mempunyai posisi yang memimpin di dalam klaster multi sektornya dengan partner-

partner kemanusiaan lainnya. Diperlukan kapasitas kuat aktor di semua level seperti otoritas

pemerintah dengan menjalankan pelatihan dasar dalam semua aspek program kekerasan

berbasis gender menggunakan pelatihan manual dari Caring for Survivors. Evaluasi program

yang telah dilakukan UNICEF dalam jangka panjang dan pendeknya sangat membantu untuk

memperbaiki strategi yang akan dilakukan di masa depan. Sehingga tujuan UNICEF dalam

perlindungan anak dan perempuan lebih mudah tercapai. Dengan membuat keputusan sendiri

tanpa dipengaruhi pihak luar, UNICEF dapat mempengaruhi peningkatan perhatian

masyarakat internasional dalam bantuan kemanusiaan untuk mengatasi kasus kekerasan

seksual serta meningkatkan kepekaan terhadap isu gender.

UNICEF memainkan peran kunci dalam mendukung jaringan dan sistem koordinasi

untuk memfasilitasi penyembuhan psikososial korban atas kekerasan seksual beserta

keluarganya. Jaringan tersebut juga mengkontribusikan dokumentasi dan analisis fenomena

kekerasan seksual di RDK. Selain itu penjaminan akan: (1) tersedianya air, sanitasi,

higienitas, (2) bebasnya akses kesehatan, (3) menyediakan tempat tinggal yang layak, (4)

peningkatan pendidikan, dan (5) menjamin nutrisi membuat UNICEF mendapatkan



kesempatan besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat korban konflik di RDK serta

mendapatkan perhatian besar atas pertolongan yang dikerahkan.

Peran UNICEF dalam perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan di RDK

juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Kondisi hukum yang lemah dan kompleksitas

konflik berkepanjangan di negara tersebut membuat para aktor-aktor kemanusiaan terhalang

aksinya karena dukungan dari luar organisasi yang lemah. Pada bulan Maret 2004 Komisi

dalam Status Perempuan menghimbau peningkatan dan perlindungan dalam kebebasan

fundamental anak dan perempuan atas hak asasi manuasianya yang mencakup pada

pencegahan masa konflik, manajemen konflik, resolusi dan pembangunan perdamaian setelah

konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran UNICEF di RDK sangatlah membantu

dalam melindungi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dengan berjalannya

program-program di semua sektor untuk menjamin kebutuhan dasar kaum lemah seperti anak

dan perempuan bahkan dapat meningkatkan pengaruh jika terbentuk koordinasi yang terjalin

dengan lebih kuat dalam kerjasama yang dilakukan UNICEF beserta aktor-aktor kemanusiaan



Daftar Pustaka

Anon. n.d. 2010. Democratic Republic of Congo 1993-2003: Report of the Mapping Exercise

documenting the most serious violations of human rights and international

humanitarian law committed within the territory of the Democratic Republic of the

Congo between March 1993 and June 2003 August 2010.

Chinkin, Christine. 1994. Rape and Sexual Abuse of Women in International Law. Journal of

International Law. Vol. 5. No. 2. Tahun 1994.

Human Rights Watch. 2002. The War Within the War: Sexual violence against women and

girls in Eastern Congo. [online]. dalam

http://www.hrw.org/reports/2002/drc/Congo0602.pdf [diakses pada 21 November

2012].

ICC. 2002. Coalition for the International Criminal Court, “Projet de Loi Portant Mise en

Oeuvre du Statut de la Court  Penale Internationale [online]. dalam

http://www.iccnow.org/ [diakses pada 03 Juni 2012].

Ghoborah, H., Huth, P. dan Russett, B. 2003. Civil Wars Kill and Maim People – Long After

the Shooting Stops. American Political Science Review 97.

Kevin C. Dunn 2003. Imagining the Congo: The International Relations of Identity. New

York: Palgrave Macmillan.

Koen Vlassenroot dan Timothy Raeymaekers. 2004. Conflict and Social Transformation in

Eastern D.R. Congo. Gent, Belgium: Academia Press Scientific.

Michael Barnett dan Thomas Weiss. 2008. (ed.), Humanitarian in Question: Politics, Power,

Ethic. New York: Cornell University Press.

Ni Aoláin and C. Turner. 2007. Gender, Truth and Transition. UCLA Women’s Law Journal.



Relief Web. 2003. UNICEF deplores violence against children and women in DRC. [dalam]

http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/unicef-deplores-violence-

against-children-and-women-drc [diakses pada 03 Januari 2013].

Oxfam. 2010. New Reports Shocking Pattern of Rape in Eastern Congo [online]. dalam

http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2010-04-15/new-report-shows-

shocking-pattern-rape-eastern-congo [diakses pada 12 Juli 2012].

SCIAF. 2010. Ending Mass Rape Violence in Republic Democratic of Congo: The Role of

Interational Community. SCIAF Report 2010.

The International Comission on Intervention and State Sovereignty. 2001. Responsibility To

Protect. International Development Research Center: Ottawa, Canada. [online]. dalam

http//www.iciss.ca/pdf/Comission-Report.pdf [diakses pada 05 Juli 2012].

USAID dan OCHA, 2004. USAID/DCHA Assesment Report 2004.

UNICEF. n.d. The Impact of Conflict on Women and Girls in West and Central Africa.

[online]. dalam http://www.unicef.org/emerg/files/Impact_conflict_women.pdf

[diakses pada 16 Agustus 2012].

. 2005. The State of the World’s Children 2006: Excluded and invisible UNICEF

[online]. dalam

http://www.childinfo.org/files/The_State_of_the_Worlds_Children_2006.pdf.

[diakses pada 13 Oktober 2012].

. 2007. UNICEF in Action: Programmes in the Democratic  Republic of Congo.

[online]. dalam

http://www.unicef.org/childalert/drc/content/DRC_UNICEF_in_Action_0705.pdf

[diakses pada 12 Desember 2012].

. 2009. UNICEF Mid Year Review: Humanitarian Action DRC [online]. dalam

http://www.unicef.org/har09/files/HAR_Mid-Year_Review_2009.pdf [diakses pada

02 Maret 2012].



. 2010. Core Commitments for Children in  Humanitarian Action. [online]. dalam

http://www.unicef.org/publications/files/CCC_042010.pdf [diakses pada 12

Desember 2012].

. 2012. Child Protection From Violence, Exploitation, and Abuse. [online ] dalam

http://www.childinfo.org/files/ChildProtection__from_violence_exploitation_abuse.p

df [diakses pada 12 November 2012].

United Nations International Conference on Population and Development.1994. Summary of

the Programme Action [online]. dalam

http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/populatin/icpd.htm#chapter [diakses pada 01

Desember 2012].

Wardhani, Baiq. 2011. Hubungan Internasional Kontemporer: Globalitas vs. Lokalita. dalam

http://hi.fisip.unair.ac.id/wp-content/uploads/2011/09/1.-Hubungan-Internasional-

Kontemporer1.pdf [diakses pada 20 Maret 2012].


